
BUPATIMAROS
PERATURAN BUPATI MAROS

NOMOR : 1: -2r'irr]l 
'^r '

TENTANG

KERJA SAMA DAERAH

OENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAROS'

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memantapkan hubungan dan keterikatan- daerah, menyerasikan pembangunan daerah, mensinelgikan

Dotensi aniar daerah dan/atau dengan pihak ketiga ssria
ineningkat<an pelfukaran peqgetahuan dan teknologi maka

dipandang perlu mengatur keria sama daerah'

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas

maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati'

Menoinqat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentuken

oaeratilaerati Tingkat ll di Sulavr€si (Lembaran Negara Tahun

1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran N€gara Nomor 1822);

2. Undang.undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara

Negariyang 6rsih dan Bebss Dari Korupsi, Kolusi dan Nepo$sme

(Le-mUarln 
-Negara Tahun i999 Nomor 75, Tambahan Lembaran

q
Negara No.nor 385 1 );
Uniang-undang Ndmor 10 Tahun 2OO4 tentang Pernbeniukan

undani-undan6 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53'

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
undano-Undano Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Oaerati (LemUaran Negara Republik Indonesia Tahun 20(X Nomor

iis, f"muatt"n Lernba-ran Negara Ropublik Indonssia Nomor 
^4437);

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang lomor
t2 Titrun 2oO8 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran N€gara

Reoublik lndonesia Tahun 2@8 Nomor 59, Tambahan Lembaran

Neaara Reoublik Indon6ia Nomor 4844):
Uniano-undanq Nomor 33 Tahun 20(X t€ntang Perimbangan

Keuanian a-ntara Pemerintah Pusat dan Pemedntah Da€rah
(Lembiran Negara Tahun 2oO4 Nornor 126, Tambahan Lembaran

Neoara Nomor 4438);
Peiaturan Pemedntah Nomol 58 Tahun 2005 tenlang Peng€lolaan

Keuanoan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2OO5 liomor 140. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

4.

0.

Nomor4578);
7. Peraturan iemedntah Nomor 79 Tahun 2005 tantang p€doman

Dembinaan dan penga$rasan penyelenggaran pemelintahan Daerai
iLembaran Neoara Republik Indonesh Tahun 2005 nomor 1555.

iambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593 );
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentrang Pembagian

urusan oem€rintahan antiara Pemetintah, Pemerintah Daerah

Frooinsi dan Pernerinteh Daerah Kabupaten / KotE (Lembaran

Nejara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82' Tambahan

Leirbaran tlegara Republik lrdon€sia Nornor 4737);

S. Firaluran pimerintair Nomor 50 Tahun 2OO7 tentang Tata CEra- 
Pelaksanaan Ke]ia Sama Daerah (Lembaran Negara Republik



Memtapkan

lndonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara

Reoublik Indonesia Nornor 4761).
10. Peraturan Menteli Dalam Negeri Nomor 22 lahtrn 2009 tentang

D€luniuk bknis kodasama daerah.
't t. iteratlran Mentsri'Dalam Neg€ri Nomor 23 lahun 2009 tentang tata

cera p€mbinaan dan pengawasan keriasama daerah.

12. Peraiuran Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang urusan

oemerintahan yang menjadi kevr€nangan Pemetintah Kabupatan

iiaros tLembarin Daerah Kabupaten Maros Tahun 2008 Nomor 7)

MEMUTUS$N:

: PERATURAN BUPATI MAROS TENTANG KERJA SAMA DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati iniyang dimaksud dengan :

l.
2.

4.
5.

Daerah adalah Daerah Kabupalen Maros;
Pernerintahan daerah adalah p€nyel€nggaraan urusan pemerintahan

oleh p€merintah da€rah dan DPRO menuM asas otonomi dan

tuqas p€rnbanfuan dengan prinsip otonorni seluagluasnya dalam

siitem' dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indondia
sebagaimana dimaklud dahm Undang-Undang Dasar Negara

ReDublik Indonesia Tahun 1945.
Peinerintah Daerah adalah K€pala Oaerah b€s€rta PeEngkat Da€rah

Otonom yang lain sebagai Badan Eks€kutif Daerah;

BuDati adalah Bupati Maros:
Deivan Perwakilan Rakyat Daerah s€laniutnya disebut OPRD adalah

lembaga perwakilan rikyat daerah sebagai unsur pen)'elenggara

pemerintahan daerah.'Peranokat Daerah s€laniuhya disebut SKPD adahh organisasi /
tembaia oada Pemelintah Daerah Kabupatsn Ma]oo yang

bertanlgung jatyEb kepada Bupali dan membantu Bupati dalam

oenvelenooarEan pemerintahan;

keda sarii aOatatr resepakatan antara Bupati dengan Gubemur atau

Bud,ati dengan Bupati/Walikotra atau Bupati dengan. pihak ketiga'

rano ttibuat-secara tertulis s€lta menimbulkan hak dan kewaiiban

ititrit tetis" adalah Depanem€n/t-embaga Pemelintah. Non

Deoartemeti atau sebutan lain, perusahaan swasta yang berbadan

huium. Badan Usaha Mitik Negara, Badan Usaha Milik Daerah'

Koperasi, Yayasan, dan lembaga di dalam negeli lainnya yang

berbadan hukum.
Tim Koordinasi Keda Sama DaeEh selaniuUrya disingkat TKKSD

adalah tim yang aiUentut ol€h Kepala Oaerah untuk n}3mbantu

KeDala Daerah dalam menyiapkan keria sama daerah

7.

9.

BAB II
KERJA SAMA

Bagian Pertama
Pdniip Keria Sama

Pasal 2

Keda sama da€rah dilakukan dengan prinsip:

a. Efisiensi:
b. EfeKivitas;



Sinergi;
Saling menguntungkan;
Kesepakatan belsama:
Itikad baik:
Mengutamakan kepentingan daerah;
Persamaan kedudukan;
Transparansi;
Keadilan: dan
KeDastian hukum.

Bagian Kedua
Subjek Keda Sama

Pasal 3

Para pihak yang meniadi subiek keda sama dalam kerja sama daerah

meliouti:
a. Bupati:
b. Kepala SKPD;
c. Pihak ketiga.

Bagian Ketiga
Obiek Ke]ia Sama

Pasal 4

Obiek kelia 6ama adalah seluruh urusan pemednt'ahan baik fisik maupun

non fi"ik'y"ng tatah menjadi kev'/enangan daemh otonorn dan dapat

berupa penyediaan pelayanan publik

Bagian Keempat
Bentuk Keria Sama

Pasal 5

Keria sama daerah dituangkan dalam bentuk pedanjian kerja sama'

Pasal 6

Psrianiian keria sama daerah dengan pihak ketiga wajib mempelhatikan
ptnlip Xeqa iama dan obiek keria sama sebagaimana dimaksud pada

Pasal 2 dan Pasal 4.

Bagian Kelima
Ruang Lingkup

Pasal 7

Ruang lingkuP Kerjasama meliPuti :

a. keria sama antar daerah: dan
b. kelja sama daerah dengan pihak ketiga.

(1)

BAB III
TATA CAR,A KERJA SAMA OAERAH

Pasal I
Tata cara kerja sama daetah meliputi:
a. tata cara keria sama aniar daerah; dan

b. tata cara kelia sama daerah dengan pihak ketiga.

Tata cara keda sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

dilakukan melalui tahapan :

(2)

c. penyiapan kesePakatan;



d. P€nandatanganan kesePakatan;
e. penyiapan periantian;
f. penandatanganan perjaniian: dan
g. p€laksanaan.

Pasal 9

Tata cara kelia sama daerah dilakukan dengan:
(l\ Pihak ketioa dapat memprakarsai atau menawaftan r€ncana xeqa

sama kep;da Bupati / Kepala SKPD mengenai obiek tertentu 
. . .

(2) ADabila para pihak sebagaimana dimaksud pda ayat (r)
-' #treftj, rencana kerja sama brsebut maka daPal ditingkalkan

iengjn r;muuat te€€iakatan bersama , paling sedikit rnemuat :

a. subiek keria sama;
b. obiek kerta samai

ruang tingkup k€ria sama;
hak dan kewaiiban Para Pihak;

iangka waktu keria sama:
pngakhiran keria sama;

Tuiuan keda sama;
Obiek yang akan dikedasamakan;

o. keadaan memaksg; dan
i. oenvelasaianPers€lisihan

(3t guoiti itau xepata SKPD dalam menyiapkan rancangan
'-'oe,liniian keria sama melibatkan p€rangkat daerah terkait dan

baiat 
-meminia 

p€ndapat dan saran dari para pakat' perangkar

aailratr orovinii, M€nte]i dan Menteri/Pimpinan Lembaga

Pem€rintah Non DePa €men tetkait.

Pasal 10

(1) Pelaksanaan pedanlian keda sama dapat dilakukan oleh satuan

keda pelangkal dasrah.
tz) CiFd v"ni metrk".n"k"n p€rianiien dengan Pihak keliga
' ' 

terlebih dahulu mendapat peBetuiuan dan melaporkan kepada

BuDati.

BAB IV
PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Pasal 'l1

Rencana ketia sama daerah yang membeb€ni -1":ol 9:!
masvaratat harus mendapat pers€tujuan dari DPRD dengan

ketentuan apabila biaya keda sama belum teranggatkan dalam

lnoo"ran Pendapaan 
-dan 

Belania Daerah tahun anggaran bedahn

dai/itau menggunakan dan/atau memanfaatkan aset daerah

Pasal 12

Keria sama daerah yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas

o"ti t rno"i O"ri sarian ieda perangkat daerah dan biayanya sudah

teranqqJlkan dalam Anggaran PendaPatan dan Belania Daerah

Anuri-anggaran belialan tidak pedu mendapat persetujuan dan

OPRD.
Pasal 13

ADabila memedukan peFetuiuan DPRD maka untuk m€ndapatkan

pirsetuluan dari DPRO terhadaP kerja.. sama daerah yang

memoebani daerah dan masyarakat, Bupali menyarnpaikan sural

dengan melampirkan rancangan. pedaniian kepada OPRD dengan

memb€rikan Penjelasan mengenar:

c.
d.
e.

a.
b.



daerah sebagai pendapatan asli daerah sesuai dengan pelaturan

perundang-undangan.
rgr lasil ferii sama-daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)*'"*o 

t.Liaai hak daerah yang berupa barang' harus dicatat

ieuioai iset pada pernerintah daetah yang terlibat secara

propo'rsional seiuai dengan p€raturan p€rundang-undangan'

BAB VII
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 17

(1) Apabila keria sama antar daerah dalam satu provinsi tetiadi

De]selisihan, dapat diselesaikan dengan cara:

a. musyawarah; atau
b. KsDutusan Gubemur'

tzl ["pJ[u"an ouGmur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

b bersifat final dan mengikat.

Pasal lE

(11Aoabila keria sama daerah d€ngan pihak ketiga.terjadi
''oerselisihan. diselesaikan sesuai kesepakatan penyelesalan

DeF€lisihan vang diatur dalam p€ianiian kelia sama'
(2) i\oabila D€nyeleoaian perselisihan s€bagaimana dimaksud paoa
' 'avat (1) tid;k t€rselesaikan, perselisihan disabsaikan sesual

dengan peraturan perundang-undangan'

BAB VIII
PERUBAHAN KERJA SAMA DAERAH

Pasal 19

(1) Para pihak dapat rnelakukan perubahan atas ketentuan kerja

sama.
(21 Mekanisme perubahan atas ketentuan kelia sama diatur sesuai' ' 

kes€pakatan masing{asing pihak yang melakukan keria sama'

l3l Perubahan ketentuan keria sama daerah dituangkan dalam
'-'p"ri"nii"n keda sama setingkat dengan kerja sama daerah

induknya.

BAB IX
BERAKHIRNYA KER.'A SAMA DAERAH

Pasal 20

Kerja sama daerah b€rakhir apabila :

a. ientapat ke€epakatan para pihak melalui pros€dur yang

ditetapkan dalam Perianiian;
Tuiuan oerianiian tBrs€but telah tercapai;
reioapit ieiruanan mendasar yang mengakibatkan perian ian

keria sama tidak dapat dilaksanakan:
Saiah safu Dihak tidak metaksanakan atau melanggar ketentuan

peqantran;
e. biouai pe6aniian baru yang menggantikan perianjian lama;

f. Obiek perianiian hileng;
g. Te-rdaiaiha'l-hal yang.merugikan kepentingan nasional; atau

h. Berakhimya masa PeqanjEn.

Pas€l 21

(1) Keda sama daerah dapat b€rakhir s€belum waktunya' ' lerdasarkan oermintaan salah satu Pihak dengan ketentuan:

d.



a. menyampaikan secara tertulis inisiatif pengakhiran korja sama

kepada Pihak lain
b. Dihak vang mempunyai inisiatif menanggung resiko. baik- 

hnansijt m'aupun'resiko lainnya yang ditimbulkan sebagai

akibat gengakhiran keria sama'
rzl penoiiniran- keda saina ini tidak akan memp€ngaruhi
'-' oenielesaian obie-k kerja sama yang dibuat dalam perjaniian atau

baram Delaksanaan petianjian kerja sama' sampal

terselesaiiannya objek kerja sama tersebut'

Pasl22

Keria sama da€rah tidak berakhir karena pergantian pemerintahan di

daerah.
BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, kerja sama dengan Pihak

ketiga yang sedang berialan tetap bedaku sampal dengan

berakhimya kelia sama.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai b€daku pada tanggal diundangkan'

Agar setiap orang mengetahuinya flremerintahkan pengundangan

ilraturan Pemeri-ntah ini dengan p€nempatannya dalam Berita

Daerah Kabupaten Maros.

Ditetapkan di Maros
pada ianggal ' rr.r ir" ri -,^'^

H.A.NADJAMUDDIN AMINULLAH

Di undangkan di Maros 
-

Pada tanggal 1 Pw.t.adt\ zttD

SEKRETARIS DAERAH--\Ar
\

lr. H. BAHARUDDIN. MM.
Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip. :196009091986031029

BERITA OAERAH KABUPATEN MAROS TAHUN 2O1O NOMOR ..!.?

PAIAF


